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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung pada era reformasi
mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di  Indonesia,
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat
ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan
kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah
ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara
langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan
pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddigie dalam Wirdasari (2015:25), pemilihan kepala daerah
langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekruitmen pemimpin di
daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk

memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan
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main yang sama. Sebab, sebagus apapun suatu negara yang ditata secara
demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-
pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu
dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak.
Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh
rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26),
mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang
yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik,
kepentingan nasional dan internasional.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan
substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan,
maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus
sebagai derajat akuntabilitas dan kualotas demokrasinya terpenuhi dengan baik.
Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung
merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekruitmen pemimpin daerah, di
mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-
calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.
Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut
diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang
terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Berdasarkan
definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis
menyimpulkan bahwa pemilih kepala daerah merupakan proses pemilihan secara

langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan
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daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus
dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar
berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala
daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga memperkuat otonomi
daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, menurut Rozali (2005: 53) pemilihan
kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;

2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan

3. EEdRu[;;Jkan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah

dengan DPRD;

4. Mencegah politik uang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat
konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk memercepat terjadinya
good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat
langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti
dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk
mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi
individu.

Hadenis dalam Wirdasari (2015:28), mengatakan bahwa pemilih, termasuk
pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”.
Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan,
(3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada

saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan

perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-
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benar akan menduduki jabatannya. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung
sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Menurut Pramusinto dalam Wirdasari (2015: 28), asas-asas
tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan
prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat
politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara
langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum
mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua
warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis
kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa
tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap
warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati
nurani dan kepentingannya;
4. Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak

akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan
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suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada
siapapun suaranya diberikan;
5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat
pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada,
pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundangundangan;
6. Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. Di dalam Undang-Undang ini terdapat
tidak banyak perubahan peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepada daerah.
Pada pasal 7 dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan
menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal lima ayat 3 dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan tahapan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah nyaitu meliputi:

a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil
gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan
calon walikota dan wakil walikota;

b. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon

bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil
walikota;
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c. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur,
pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon
walikota dan wakil walikota;

d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan
calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan
wakil walikota;

. Pelaksanaan kampanye;

Pelaksanaan pemungutan suara;

. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;

. Penetapan calon terpilih;

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

oK —Hh o

2.2 Tinjauan Umum Tentang Strategi

Pengertian tentang strategi berasal dari bidang militer, pemikiran strategis
senantiasa dibutuhkan apabila sekelompok besar orang perlu dipimpin dan
dibutuhkan orientasi. Strategi menurut Arnold Steinberg adalah rencana untuk
tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi yang nantinya akan mempengaruhi
sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Menurut Carl Von Clausewitz ada
perbedaan antara taktik dan strategi sebagai berikut: taktik adalah seni
menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempuran untuk memenangkan
peperangan. Dalam strategi tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun
tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Jadi strategi adalah rencana untuk tindakan.
Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau
gagalnya strategi pada akhirnya (Anwar, 2013: 26-27). Strategi itu sendiri selalu
memiliki tujuan yaitu “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik
tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara. Dalam sebuah

kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan.
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Bagaimana kemenangan tersebut digunakan merupakan tujuan politik yang ada di
balik kemenangan yang nampak (Schroder, 2010: 3).

Menurut Prihatmoko & Moessafa (2008:158) bahwa strategi adalah segala
rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam
pemilu. Strategi menyangkut berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan
dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui metode pendekatan
yang diperlukan terhadap pemilih. Agar kandidat dapat memenangkan pemilihan
umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya.
Selanjutnya menurut Newman dalam Anwar (2013: 32) kandidat harus membentuk
suatu strategi komunikasi yang secara total menampilkan pesan-pesan melalui isu,
tema dan slogan melalui berbagai media siaran elektronik TV, radio, dan internet
diharapkan mampu memelihara pesan-pesan yang momentum secara efektif
terhadap target kelompok khusus di saluran media siaran khusus seperti website
internet, sangat diperlukan dalam strategi komunikasi kandidat untuk mencapai
target khalayak tertentu atau kelompok kecil yang berpengaruh di tataran baik
pemilih mengambang atau pemilih pemula (floating voters or swing voters) maupun
pemilih secara umum lainnya.

Pengertian strategi berasal dari konsep militer dan kata itu sendiri berasal dari
bahasa Yunani, yaitu kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan.
Pertimbangan-pertimbangan strategis senantiasa memainkan peranan ketika
sekelompok besar orang butuh dipimpin dan diberi pengarahan. Di masa lalu ada
banyak prospek perang yang menciptakan kebutuhan ini, menurut Firmanzah

(2008:10), strategis adalah sesuatu yang penting, baik dari segi sumber daya yang
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dikorbankan maupun efeknya pada organisasi secara keseluruhan tentu saja harus
dicatat bahwa masing-masing orang akan mendefinisikan secara berbeda mengenai
mana yang penting dan tidak penting. Selanjutnya menurut Schroder (2010:5)
strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik.
Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru
dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankannya program deregulasi,
privatisasi atau desentralisasi.

Diterapkannya paham demokrasi dalam suatu negara memberikan jaminan dan
peluang yang sama kepada rakyat untuk bersaing memperebutkan jabatan politik
melalui pemilihan umum. Persaingan tersebut, mengharuskan setiap calon untuk
mempersiapkan dirinya agar dapat terpilih menduduki jabatan politik. Persiapan
tersebut dilakukan melalui strategi politik.

Menurut Schorder (2010: 7), strategi politik adalah rencana untuk tindakan,
yaitu penyusunan dan pelaksanaan strategi sangat mempengaruhi sukses atau
gagalnya calon dalam suatu pemilihan. Jadi dapat diartikan dari definisi tersebut
bahwa strategi politik merupakan sebuah taktik atau siasat yang digunakan untuk
mencapai suatu tujuan politik. Dewasa ini, strategi politik telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut karena tuntutan persaingan yang
semakin ketat dalam memperebutkan jabatan politik. Kemudian muncul konsep
baru yang mengadopsi dari konsep ekonomi yaitu pemasaran atau marketing.
Schorder (2010: 8) menganalogikan proses pemilihan umum dengan mekanisme
suplay and demand dalam konsepsi ekonomi dimana pemilih atau konstituen

diidentifikasikan dengan istilah pasar. Selanjutnya, Firmanzah (2008: 43) juga
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mengungkapkan bahwa dunia politik terdiri dari produsen dan konsumen, dimana
partai politik dan calon individu bertindak sebagai produsen yang menawarkan
produk politik dan masyarakat atau konstituen bertindak sebagai konsumen,
sehingga dalam penyusunan strategi politiknya didasarkan dengan mekanisme
pemasaran dalam konsepsi ekonomi, dengan demikian dikenal dengan apa yang

disebut strategi pemasaran politik/marketing politik.

2.3 Marketing Politik

IImu marketing biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin yang menghubungkan
produsen dengan konsumen. Hubungan dalam marketing tidak hanya terjadi satu
arah, melainkan dua arah sekaligus dan simultan. Produsen perlu memperkenalkan
dan membawa produk serta jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Semua usaha
marketing dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya memang
memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang dijajakan
pesaing. Metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu marketing dapat
membantu institusi politik untuk membawa produk politik kepada konstituen dan
masyarakat secara luas, dan meyakinkan produk politiknya lebih unggul
dibandingkan dengan pesaing.

Firmanzah (2012:148) mengemukakan bahwa “marketing politik merupakan
penerapan ilmu marketing dalam kehidupan politik. Penggabungan dua hal yang
sangat berbeda ini tentunya masih meninggalkan pertanyaan yang harus dijawab.
Permasalahan yang ada menyangkut cara dan metode yang dapat digunakan, etika
dan moralitas, hingga konsekuensi dibalik penerapan marketing politik”. Marketing

politik adalah salah satu upaya partai politik mempopulerkan dan mempromosikan
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partainya dengan berbagai upaya seperti pencitraan melalui media. Berbicara
tentang popularitas politik tidak akan terlepas dari pencitraan media. Politik
Pencitraan muncul sebagai akibat pesatnya arus informasi dan kebabasan pers dan
bersuara untuk semua lapisan masyarakat. Kekuatan media dalam pemberitaan
kasus tertentu sangat menyita perhatian rakyat dan pembentukan opini begitu kuat
dilakukan olen media. Karena hal itulah para elit politik berupaya keras dalam
membangun citra politik yang baik, berwibawa, populis, cerdas, bermoral sehingga
dapat citra baik dari masyarakat luas.

Menurut Nursal dalam Nugraha (2016: 14), strategi pemasaran politik adalah
suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan juga taktis untuk menanamkan
makna politik bagi para pemilih. Proses penanaman makna tersebut merupakan
sebuah upaya untuk mendapatkan citra dan image positif agar selalu di ingat dan
didukung oleh para pemilih. Maka dari itu dalam membangun citra dan image
positif, para calon atau partai politik harus terlebih dahulu mengenali situasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tersusun langkah-langkah yang aspirasi.

Menurut Firmanzah (2012: 152) untuk mendapatkan dukungan dari pemilih hal
yang paling penting dilakukan adalah memuaskan kebutuhan pemilih, hal tersebut
terjadi karena tingginya tingkat kepuasan masyarakat sangat membantu untuk
meningkatkan reputasi dan citra calon atau parrtai politik. Dengan demikian dalam
penyusunan strategi pemasaran politik harus melalui serangkaian tahapan serta
unsur yang harus diperhatikan seperti orientasi pasar, riset pasar, segmentasi politik
dan positioning dan juga bisa menggunakan pendekatan 4P bauran marketing,

semua tahapan dan unsur tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut.
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1. Orientasi Pasar

Orientasi pasar merupakan suatu hal yang penting bagi calon atau institusi
politik sejalan dengan meningkatnya persaingan dalam memperebutkan suara
konsumen atau pemilih dimana calon atau institusi politik harus selalu dekat dengan
pasarnya Yyaitu pemilih. Menurut Firmanzah (2012: 160), seorang calon atau
institusi politik harus dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan publik,
kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan politik. Pemilih membutuhkan produk
politik seperti program kerja, ideologi harapan dan figur pemimpin yang dapat
memberikan rasa pasti untuk menghadapi suatu permasalahan dalam masyarakat.

Dengan demikian, partai politik harus berorientasi pasar. Artinya, apa yang
terjadi di lingkungan eksternal harus menjadi pijakan utama untuk mengembangkan
produk politik mereka. Para politisi dituntut untuk semakin peka terhadap apa saja
yang sedang berkembang dalam masyarakat, apa yang mereka butuhkan, apa yang
dilakukan oleh partai politik lainnya, juga peraturan-peraturan politik yang terdapat
dalam negara mereka. Orientasi pasar harus dibungkus dengan kerangka ideologi
partai dan memiliki keterkaitan dengan program kerja yang sudah mereka lakukan,
agar tercipta kesinambungan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang
ditawarkan kepada masyarakat (Firmanzah. 2012: 160).

Orientasi pasar sendiri meminjam konsep yang terdapat dalam ilmu marketing.
Menurut Gatignon dan Wuereb dalam Firmanzah (2012:160) terdapat tiga hal yang
perlu diperhatikan dalam orientasi pasar, yakni konsumen, pesaing, dan perubahan
teknologi. Ke tiga hal tersebut perlu diperhatikan oleh institusi bisnis mengingat

setiap perubahan yang dihasilkannya akan berdampak langsung terhadap kinerja
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perusahaan. Desphande et al dalam Firmanzah (2008:160) mendefinisikan konsep
orientasi pasar dalam marketing sebagai suatu sistem nilai yang meletakkan
kepentingan dan kebutuhan pelanggan sebagai pijakan utama. Menurut mereka
suatu perusahaan dapat dikatakan berorientasi pasar apabila perusahaan tersebut
menjadikan konsumen sebagai pijakan awal dalam mengembangkan produk dan
komunikasi pemasarannya. Lees-Marshment dalam Firmanzah (2012:160)
menyatakan, dalam domain politik orientasi pasar didefinisikan sebagai proses
pendesainan brand, kebijakan, dan pesan politik menyesuaikan dengan apa yang
dibutuhkan konsumen.
2. Riset Pasar

Riset pasar merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana situasi dan
kondisi yang terjadi di masyarakat. Untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan
oleh masyarakat dan aspirasi apa yang akan diperjuangkan, partai politik perlu
melakukan riset pasar. Penelitian yang menyangkut pasar perlu dilakukan agar bisa
terus menerus mengumpulkan informasi tentang semua hal yang terjadi di luar
organisasi partai politik. Riset pasar dilakukan sebagai upaya mencari informasi
mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemilih sehingga dengan
adanya riset pasar ini, calon atau institusi politik akan mengetahui hal apa saja yang
perlu disiapkan dalam menyusun strategi pemasaan politik. Selain itu juga, riset
pasar perlu dilakukan karena untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam
masyarakat serta untuk menganalisis apa saja yang dilakukan oleh pesaing politik.
Dengan demikian, riset pasar dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk

mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di dalam masyarakat.
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Melalui riset pasar, partai politik akan dapat selalu meng-update pemahaman
mereka tentang apa yang berkembang dalam masyarakat, pesaing dan kebijakan
pemerintah. Selain mengumpulkan dan memilah-milah informasi yang relevan, riset
pasar juga melakukan pemberian makna atas informasi yang didapat. Firmanzah
(2012:168) mengungkapkan bahwa tidak semua informasi yang didapat dari riset
pasar harus diperhatikan, ia mengungkapkan bahwa hanya informasi yang memiliki
potensi mengancam perolehan suara calon atau institusi politik yang perlu
mendapatkan perhatian. Dengan demikian, hal-hal seperti misalnya apa yang harus
dilakukan, isu politik apa yang akan diangkat, metode kampanye, slogan calon atau
partai politik, merupakan hal-hal yang harus diputuskan segera dalam waktu yang
sempit. Agar keputusan yang diambil memiliki efektivitas tinggi, keputusan
tersebut harus ditunjang oleh informasi yang akurat, karena informasi yang akurat
akan sulit didapatkan tanpa adanya riset tentang lingkungan eksternal calon atau
partai politik.

Riset pasar juga dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk input bagi
pengambilan keputusan internal partai politik. Salah satu karakteristik keputusan
yang bagus adalah sesuai dengan realitas. Keputusan dalam tubuh partai sangat
beragam, tergantung konteks, level organisasi dan waktu. Konteks dalam hal ini,
partai politik dituntut untuk selalu siap terhadap semua isu yang dihadapi bangsa
dan negara, dari permasalahan politik, sosial budaya, keluarga, ekonomi, pertahanan
dan keamanan, isu agama dan lain-lain. Untuk menunjang kemampuan
pengambilan keputusan yang tepat, partai politik membutuhkan input informasi

yang beragam supaya bisa selalu siap sedia terhadap semua jenis permasalahan.
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3. Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan riset
pasar. Jika riset pasar ditujukan untuk melihat peluang pasar secara lebih luas,
segmentasi pasar hadir sebagai suatu metode untuk melihat pasar secara lebih
spesifik. Hal tersebut perlu dilakukan karena melihat karakteristik, keinginan atau
kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan
pengelompokan untuk menjangkaunya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang
diungkapkan oleh Smith dalam Kasali (2003: 73-74) bahwa konsumen pada
dasarnya berbeda-beda, karena hal itu maka dibutuhkan program-program
pemasaran yang berbeda-beda pula untuk menjangkaunya.

Dalam konteks politik, calon atau partai politik harus melakukan pendekatan
yang berbeda-beda dalam menghadapi masyarakat yang bersifat heterogen, oleh
karena itu segmentasi memberikan keuntungan yang strategis dalam melakukan
manajemen pemasaran politik seperti mendisain produk-produk politik yang lebih
responsif terhadap kebutuhan pasar, kemudian menganalisis pasar, menemukan
peluang dan menguasai pasar yang superior dan kompetitif serta dapat menentukan
strategi komunikasi yang efektif dan efisien (Kasali. 2003: 122-128). Dengan
demikian, calon atau partai politik akan lebih mudah menentukan langkah strategis
dalam menjangkau atau menghadapi persaingan perebutan suara pemilih dalam
pemilihan umum.

Firmanzah (2012:181) mengemukakan:

Partai harus mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terdapat

dalam masyarakat. Dengan teridentifikasinya kelompok-kelompok ini, parta

politik akan memahami karakteristik setiap kelompok masyarakat. Aktivitas ini
dapat dikatakan sebagai segmentasi.
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Dalam segmentasi, masyarakat akan diidentifikasi dan dikelompokkan
berdasarkan karakteristik tertentu. Kompleksitas dan kerumitan struktur masyarakat
dicoba disederhanakan melalui identifikasi setiap kelompok yang menjadi
penyusunan utama suatu masyarakat. Masyarakat tidak tersusun dari nilai dan pola
tunggal, tetapi terdiri dari beragam kelompok yang membutuhkan pendekatan
berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam pelaksanaannya, calon atau institusi politik harus memperhatikan
bagaimana memilih segmen yang baik. Kasali (2003: 138-140) memaparkan
beberapa syarat atau kriteria segmen yang baik, yaitu:

a. Apakah segmen itu cukup besar?

Artinya bahwa segmen harus memiliki potensi atau peluang yang besar untuk
mendapatkan perolehan suara.
b. Apakah ada daya belinya?

Artinya bahwa populasi yang besar dalam suatu segmen belum menjamin
pencapaian/keberhasilan calon. Segmen yang baik harus memiliki kesediaan
menerima makna dari produk politik yang ditawarkan oleh calon atau institusi
politik.

c. Apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya?

Artinya bahwa segmen yang baik memiliki respon yang khas terhadap produk
politik yang ditawarkan calon. Dengan kata lain segmen memiliki kekhasan atau
ciri khusus dalam nenanggapi produk politik yang ditawarkan calon atau institusi

politik.
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d. Apakah pasar itu dapat dijangkau?

Artinya bahwa segmen yang baik harus bisa dijangkau oleh para calon atau
institusi politik sehingga para calon mempunyai akses untuk menyampaikan makna
politik atau produk politik kepada masyrakat seperti misalnya media massa, iklan
dan segala bentuk komunikasi lainnya.

Dengan memperhatikan syarat atau kriteria yang telah dipaparkann di atas,
calon atau institusi politik akan lebih mudah dalam menentukan atau memilih
segmen yang baik yang tentunya memiliki potensi atau peluang yang sangat besar

dalam meraup perolehan suara.

4. Postioning Politik

Postioning dalam marketing didefinisikan sebagai semua aktivitas untuk
menanamkan kesan di benak para konsumen agar mereka bisa membedakan produk
dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi bersangkutan. Dalam postioning, atribut
produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk image yang terdapat
dalam sistem kognitif konsumen. Dengan demikian, konsumen akan dengan mudak
mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan lainnya.

Firmanzah (2012: 190) mengemukakan:

Partai politik harus mampu menempatkan produk dan image politik dalam

benak masyarakat. Untuk dapat tertanam produk dan image harus memiliki

sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk politik lainnya.

Sesuatu yang berbeda harus dilakukan dalam positioning politik, karena hal

ini akan memudahkan masyarakat dalam membedakan produk suatu partai
dengan produk-produk yang lain.
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Suatu partai dapat memposisikan diri sebagai partai yang memperjuangkan
gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dan jika ternyata partai tersebut
dalam setiap gerak dan aktivitas kader-kadernya memang konsisten dengan nilai-
nilai yang diperjuangkannya. Dari sini masyarakat akan menempatkan partai
tersebut sebagai partai yang memperjuangkan transparansi dan accountability.
Alhasil, ketika ada suatu masalah KKN, dengan otomatis masyarakat akan
mensosialisasikan persoalan ini dengan partai tersebut, bukan partai lain.

Menurut Lock dan Harris dalam Firmanzah (2012:191), aktivitas politik
adalah aktivitas untuk memposisikan dan mereposisikan diri, dengan setiap
aktivitasnya yang dilakukan sekadar untuk mendefisikan identitas partai.
Permasalahan mendasar dalam positioning adalah penciptaan consistent image yang
mengerucut pada suatu tema tertentu, dimana image politiknya terdiri dari program
kerja partai, isu politik, dan image pimpinan partai. Dalam positioning, atribut
produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk image yang terdapat
dalam sistem kognitif konsumen. Positioning partai tidaklak tercipta dengan
sendirinya, diperlukan usaha media komunikasi yang secara sistematis dan kontinyu
mempublikasikan pencapaian guna mendukung strategi positioning yang telah
ditetapkan.

5. Bauran Marketing

Bauran marketing merupakan istilah dalam konsep atau pendekatan marketing
politik. Istilah tersebut terdiri dari empat unsur pemasaran yaitu produk, promosi,
harga atau price dan tempat atau place, ke empat unsur ini biasa disebut sebagai 4P,

adapun unsur dalam 4P penulis jelaskan sebagai berikut:
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a. Produk

Produk dalam pemasaran komersial adalah barang yang diproduksi yang ingin
dipasarkan guna memenuhi kebutuhan pembeli. Sedangkan dalam domain politik,
produk merupakan suatu hal yang ditawarkan oleh calon atau partai politik kepada
pemilih. Niffenegger dalam Firmanzah (2018: 200) membagi produk politik dalam
tiga kategori yaitu: pertama, party platform (platform partai) kedua, past record
(catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau, ketiga, personal
characteristic (ciri pribadi) Platform partai berisikan mengenai identitas atau
ideologi dan program kerja calon atau partai politik ditawarkan kepada pemilih.
Kemudian pemilih juga melihat baik atau buruknya kualitas produk politik melalui
catatan kinerja uang telah dilakukan di masa lampau. Selain itu juga, pemilih
seringkali melihat calon dari kepribadian calon sehingga calon harus
memperhatikan bagaimana membangun citra dan image positif di mata pemilih.

Butler dan Collins dalam Firmanzah (2012: 201) menyatakan adanya tiga
dimensi penting yang harus dipahami dari sebuah produk politik, yaitu
person/party/ideology (pribadi/partai/ideologi), loyality (kesetiaan), dan mortability
(beruabah-ubah). Seorang calon, partai politik, dan ideologi partai adalah identitas
sebuah institusi poitik yang ditawarkan ke pemilih. Para memilih akan menilai dan
menimbang calon, partai politik dan ideologi mana yang kiranya akan berpihak dan
mewakili suara mereka.

Loyalitas pemilih adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah institusi
politik. Hubungan antara institusi politik dengan pemilih adalah kontrak sosial.

Menurut Bochnet dkk dalam Firmanzah (2012: 201), untuk menjaga loyalitas,
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institusi politik harus menjaga kepercayaan publik atas kontrak sosial tersebut.
Dimensi ketiga yaitu mortability adalah keberpihakan publik bisa berubah-ubah.
Ciri ini terjadi karena periode pasca pemilu yang biasanya ditandai dengan adanya
koalisi antara institusi politik untuk menggabungkan perolehan suaru dan konsesi
ideologi. Jadi bisa dikatakan bahwa produk merupakan apa yang melekat pada diri
atau pun iinstitusi politik sebagai suatu identitas yang kemudian akan dikenal,
dinilai dan dipilih oleh masyarakat sebagai pemilih.
b. Promosi

Dalam konsep pemasaran, promosi merupakan suatu kegiatan yang harus
dilakukan. Hal tersebut karena promosi merupakan sebuah upaya untuk
memberitahukan informasi atau menawarkan produk dengan tujuan untuk menarik
minat konsumen. Sedangkan dalam konteks pemasaran politik, yang ditawarkan
bukan merupakan barang atau jasa melainkan seorang calon atau institusi politik.
Kegiatan promosi ini biasanya dilakukan dengan cara mengiklankan sebuah produk
politik seperti menampilkan slogan, jargon maupun image seorang calon atau partai
politik. Biasanya promosi dilakukan melalu media, bisa media cetak, media sosial
maupun televisi. Selain itu juga, promosi bisa dilakukan dengan cara pengerahan
massa dalam jumlah yang besar untuk menghadiri sebuah acara misalnya bakti
sosial, tabligh akbar dan acara lainnya yang bersifat positif. Hal tersebut sangat
bermanfaat sekali karena mejaga hubungan antara calon atau institusi politik dengan
massanya. Selain itu juga kegiatan positif tersebut memberikan kesempatan untuk
diliput oleh media sehingga secara tidak langsung bisa dilihat sebagai media

promosi.



30

c. Harga

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2012: 205) harga dalam marketing
politik mencakup banyak hal seperti harga ekonomi, harga psikologis dan harga
citra nasional. Harga ekonomi berkaitan dengan biaya yang diperlukan pada masa
kampanye, mulai dari biaya iklan, biaya rapat maupun biaya administrasi
kampanye. Kemudian harga psikologis berkaitan dengan efek psikis atau perasaan
seorang pemilih misalnya apakah seorang pemilih merasa nyaman dengan identitas
seorang calon atau produk politik seorang calon. Sedangkan harga citra berkaitan
dengan baik buruknya pandangan seorang pemilih terhadap seorang calon misalnya
apakah seorang calon bisa menjadi kebanggaan seorang pemilih. Dengan demikian
bisa dikatakan bahwa harga sangat berkaitan dengan kepuasan pemilih terhadap
calon sehingga harus diperhatikan dengan sangat cermat.
d. Tempat

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2012: 207) tempat berkaitan dengan
cara hadir atau distribusi seorang calon atau institusi politik dan kemampuannya
dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Kampanye politik harus bisa
mengidentifikasi dan memetakan struktur dan karakteristik masyarakat. Pemetaan
ini bisa dilakukan secara geografis dengan melihat konsentrasi penduduk di suatu
wilayah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Jadi bisa diartikan bahwa
proses kampanye politik harus memperhatiakan tentang bagaimana cara
menghadapi masyarakat yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan
pendistribusian produk politik harus melihat karakteristik masyarakat dalam suatu

wilayah dengan cara melakukan pengelompokan atau pemetaan.
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Nursal dalam Firmanzah (2012: 217-218) mengutarakan tiga pendekatan
marketing politik yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk mencari dan
mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik, yakni strategi push
marketing, pass marketing, dan pull marketing. Ke tiga pendekatan marketing
politik ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Strategi push marketing.

Dalam strategi ini, partai politik berusaha mendapatkan dukungan melalui
stimulan yang diberikan kepada pemlih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan
dan energi untuk pergi ke bilik suara dan mencoblos satu kontestan. Di samping itu,
partai politik perlu menyediakan sejumlah alasan yang rasional maupun emosional
kepada pemilih untuk bisa memotivasi mereka agar tergerak dan bersedia
mendukung kontestan. Tanpa alasan-alasan ini, pemilih akan merasa ogah-ogahan
karena mereka tidak punya cukup alasan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

b. Strategi pass marketing.

Strategi ini  menggunakan individu maupun kelompok yang dapat
mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa akan sangat
ditentukan oleh pemilihan para influencer. Semakin tepat influencer yang dipilih,
efek yang diraih pun menjadi semakin besar dalam mempengaruhi pendapat,
keyakinan dan pilihan publik.

c. Strategi pull marketing.

Strategi jenis ini menitikberatkan pada pembentukan image politik yang

positif. Robinowitz dan McDonald dalam Firmanzah (2012: 2018) menganjurkan

bahwa supaya simbol dan image politik dapat memiliki dampak yang signifikan,
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kedua hal tersebut harus mampu membangkitkan sentimen. Pemilih cenderung
memilih partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa yang
mereka rasakan.

Firmanzah (2012: 219) berpendapat bahwa ada hal yang harus dilakukan
terus-menerus oleh partai politik untuk membangun image politik, yaitu komunikasi
politik (political communication). Semua hal yang secara sadar (intended) dan tidak
sadar (unintended) dapat merupakan isi dari komunikasi politik. Kemudian yang
terjadi pada masyarakat terdapat dua proses yang terjadi yaitu secara simultan
dalam masyarakat, yaitu proses belajar sosial (social learning) dan identifikasi
sosial (social identification). Hasil dari proses pembelajaran dan identifikasi akan
tertanam dalam benak masing-masing individu yang nantinya menjadi citra,
reputasi dan kesan tentang suatu partai politik. Mana yang akan mereka pilih
tentunya akan sangat ditentukan oleh seberapa besar derajat tertanamnya image
lama dan sebeapa besar tekanan image baru untuk diterima.

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik
dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah
(Surbakti, 2010: 152). Komunikasi politik juga merupakan proses di mana
informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada
bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.
Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula
pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompok pada
semua tingkatan masyarakat, sehingga komunikasi politik memainkan peranan

penting dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis,
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dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan
perekrutan politik (Surbakti, 2010: 153).

Komunikasi politik sebagai bagian dari strategi kemenangan merupakan hal
yang tidak bisa dipisahkan. Dalam strategi kemenangan memperlukan bermacam
cara dalam meraih tujuan akhir yaitu kemenangan. Komunikasi politik sebagai
strategi yang cukup berperan dalam suksesnya strategi pemenangan yang ingin
diterapkan. Berbagai komponen dalam sistem komunikasi politik menjadi bagian-
bagian yang diimplementasikan pada strategi pemenangan politik suatu kandidat
dalam pertarungan pilkada untuk memperoleh suara terbanyak.

Komunikasi politik yang sangat berperan dilakukan pada saat kampanye,
dimana kampanye yang merupakan salah satu bagian dari pemasaran politik
(marketing politik), harus dipikirkan matang-matang oleh setiap kandidat atau tim
suksesnya. Di tahap ini semua kandidat dan tim suksesnya harus bekerja keras
untuk bisa memeroleh suara yang banyak dan bisa menang dalam pemilihan yang
digelar. Kampanye dalam sebuah pemilihan, harus diatur dengan strategi yang baik,
karena kampanye merupakan sebuah kegiatan untuk menarik simpati dan
meningkatkan elektabilitas serta popularitas. Peningkatan elektabilitas dan
popularitas tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perolehan suara dalam
pemilihan.

Strategi kampanye menjadi penting dalam pemenangan sebuah pemilihan,
baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Menurut Clausewitz
dalam Anwar (2013:161), strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan

pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan menurut Beauffre dalam
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Anwar (2013:161), strategi politik merupakan seni yang menggunakan semua

kekuatan untuk mencapai semua tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik. Di

dalam konteks penelitian ini penulis ingin mengetahui strategi kampanye yang

digunakan oleh pasangan Ade Uu Sukaesih dan Nana Suryana pada pemilihan

Walikota Banjar periode 2018 — 2023.

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

1. Bowo Sugiarto. 2014. Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2013.

Dengan berdasarkan kasus empiris tentang pemenangan pasangan Husein-
Budhi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013, artikel ini
memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi politik, khususnya tentang
kampanye. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi
di Kabupaten Banyumas. Metode koleksi data adalah wawancara dan metode
dokumenter. Informan dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Sasaran
dalam penelitian ini meliputi tim sukses pasangan Husein-Budhi dan pengurus
Partai. Artikel ini mencakup analisis tentang strategi yang digunakan oleh Husein-
Budhi dalam memenangkan pemilukada tersebut dan faktor kontekstual yang
mendukung kemenangan itu. Strategi kemenangan itu meliputi area konsolidasi
partai, segmentasi, targeting, positioning, dan citra kandidat. Strategi kemenangan
pasangan ini terdiri dari pembentukan citra diri bukan sebagai bagian dari pertahana
sehingga kritik terhadap kekurangan pemerintahan yang ada tidak mengenainya
juga, pemilihan isu kampanye yang sesuai dengan kelemahan lawan dan sasaran

kampanye, pengakaran partai dengan menggandeng pelbagai elemen masyarakat
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sipil dan konsolidasi internal partai yang dilakukan dari proses kandidasi sampai
kampanye dengan melibatkan calon anggota legislatif. Faktor kontekstualnya
adalah informasi tentang kekurangan lawan paling potensial, yaitu calon bupati
petahana, yang menyebabkan kekecewaan para pemilih terhadapnya. Dapat
disimpulkan bahwa calon bupati petahana dapat memenangkan pemilikada jika
melakukan strategi seperti yang dilakukan oleh pasangan Husein-Budhi.

2. Surahmadi, 2012. Strategi Pemenangan Politik Pasangan ldza-Narjo Dalam

Pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2017.

Hasil penelitian menghasilkan beberapa simpulan penting. Pertama, Strategi
politik yang diterapkan oleh tim sukses pada Pemilukada Brebes 2012 sangat efektif
dalam mendulang suara pemilih masyarakat Brebes. Ada beberapa tahapan yang
telah dilakukan yaitu strategi PDI Perjuangan merangkul partai lain, membuat visi
dan misi pemenangan, membuat program dan strategi pembangunan, membentuk
tim sukses yang solid, membentuk struktur tim kapanye, membentuk tim sukses
Relawan, dan konsultan politik sebagai lembaga yang dapat memberikan saran dan
rekomendasi. Berkenaan strategi komunikasi politik yang digunakan untuk
memperoleh kemenangan dengan ketokohan dan kelembagaan yang meliputi: a)
Merawat ketokohan yaitu menjaga kepribadian dan nama baiknya di lingkungan
masyarakat, menghargai semua lapisan masyarakat, tidak membedakan status, ikut
memikirkan nasib masyarakat, menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, tidak
ingkar janji yang tertuang dalam visi-misi, dapat meyakinkan serta mengayomi
masyarakat melalui kepercayaan, ketulusan, kejujuran di depan khalayak. Adanya

tindakan kejujuran, bisa dipercaya di hadapan publik, dan tidak hanya sekedar janji,
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itu yang menjadi prioritas utama dalam merawat ketokohan. Kepercayaan
masyarakat terhadap calon pilihannya menunjukkan bahwa karakter seorang
pemimpin bisa dirasakan oleh masyarakat, bila ikut terjun langsung dan ikut
merasakan yang dihadapi masyarakat, sehingga personal pribadinya akan langsung
dinilai masyarakat; b) Pemantapan kelembagaan yaitu dengan cara pertemuan
dengan warga untuk menjalin hubungan emosional, mendengarkan keinginan
masyarakat, pertemuan rutin dan konsolidasi dengan Tim Sukses, memantapkan
dan mengoptimalkan Tim Sukses pengusung dan semua elemen pendukung untuk
melakukan pendekatan kepada masyarakat.

3. Wiwi Widiastuti. 2014. Strategi Pemenangan Pasangan Ade Uu Sukaesih-
Darmadji Prawirasetia (Asih-Katadji) dalam Pemilu Wali Kota Banjar Periode
2013-2018.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemenangan pasangan Asih-Katadji
dalam pemilu wali kota Banjar Agustus 2013 lalu menggunakan strategi push
marketing, pass marketing, dan pull marketing. Strategi push marketing pasangan
Asih-Katadji berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulan yang diberikan
kepada pemilih, antara lain melalui event-event khusus seperti rapat umum, pawai
umum, event hiburan, kontes, peringatan peristiwa atau tokoh tertentu, seminar,
konferensi, dan sebagainya. Dalam strategi pass marketing pasangan Asih-Katadji
menggunakan infuencer yang piawai antara lain dengan adanya koalisi partai yang
kuat yang terdiri dari Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, Gerindra, PKB, PKPI, Partai
Demokrat, dan kerja keras TIM Relawan Restu yang dipimpin langsung oleh Wali

Kota Banjar dr Herman Sutrisno, kerja keras TIM Relawan Asih yang di pimpin
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oleh calon Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih sekaligus sebagai Ketua Tim
Penggerak PKK se-Kota Banjar. Strategi pull marketing yang dilakukan oleh
pasangan Asih-Katadji terdiri dari dua cara penggunaan media, yaitu dengan
membayar dan tanpa membaya, serta menggunakan jasa free media dan paid media.
Selain menyimpulkan strategi marketing yang dijalankan, penelitian ini juga
menyimpulkankan faktor-faktor pendukung pemenangan pasangan Asih-Katadji,
antara lain panjangnya waktu kampanye yang dimiliki serta peran Wali Kota Banjar
yang tidak lain sebagai suami dari Ade UU Sukaesih.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian

terdahulu, disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No| Peneliti dan Judul Persamaan Perbedaan

1. | Bowo Sugiarto. 2014. | Ruang lingkupnya | Penelitian ini  menyoroti
Strategi Pemenangan | sama yaitu pada strategi kemenangan yang
dalam Pemilihan | strategi pemenangan| meliputi area  konsolidasi
Kepala Daerah | dalam Pemilukada | partai, segmentasi, targeting,
Kabupaten Banyumas positioning, dan citra
Tahun 2013. kandidat, sedangkan

penelitan yang dilakukan
penulis menyoroti marketing
politik yang dilakukan oleh

paslon
2. | Surahmadi, 2012. | Ruang lingkupnya | Penelitian ini menggunakan
Strategi Pemenangan | sama yaitu pada 2 indikator strategi
Politik Pasangan Idza- | strategi pemenangan| pemenangan:
Narjo Dalam | dalam Pemilukada | a. Merawat ketokohan
Pemilukada b. Pemantapan
Kabupaten Brebes kelembagaan
Periode 2012-2017. Penelitan yang dilakukan
penulis menyoroti

marketing  politik  yang
dilakukan oleh paslon

3. | Wiwi Widiastuti. | Ruang lingkupnya | Penelitian ini menjelaskan
2014. Strategi | sama vaitu pada | strategi push marketing,
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Pemenangan strategi pass marketing, dan pull
Pasangan Ade Uu | pemenangan dalam | marketing yang dilakukan
Sukaesih-Darmadji Pemilukada olen Paslon, serta melihat
Prawirasetia  (Asih- faktor-faktor pendukung
Katadji) dalam Pemilu pemenangannya.
Wali Kota Banjar Penelitian yang dilakukan
Periode 2013-2018 penulis hanya mambahas
marketing  politik  yang
dilakukan berdasarkan
tahapannya.

4 | Rivaldy, 2018. | Ruang lingkupnya | Penelitan yang dilakukan
Strategi Marketing | sama yaitu pada | penulis menyoroti
Politik Pasangan Ade | strategi marketing  politik  yang
Uu Sukaesih  dan | pemenangan dalam | dilakukan oleh paslon
Nana Suryana pada | Pemilukada
Pemilihan  Walikota
Banjar Tahun 2018

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Strategi

Kerangka Pemikiraan

»| Pemenangan }»

| Perencanaan
Marketing Perumusan ] Dukungan
Politik Pesan
Penyebaran
> Pesan

Pada gambar 2.1 penulis berusaha menjelaskan bagaimana alur strategi itu

dijalankan, antara lain:
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1. Pasangan calon membentuk tim sukses, selanjutnya bersama tim sukses
menentukan strategi pemenangan yang akan digunakan, melalui konsep-konsep
pemasaran yaitu marketing polittik.

2. Menyusun perencanaan, tahapan ini dimulai dengan mencari atau menggali
informasi dari masyarakat melalui riset pasar, kemudian mulai menyusun
rencana seperti misalnya menentukan sasaran melalui segmentasi pasar dan
menyiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi selama proses kampanye.

3. Perumusan pesan, pada tahap ini calon dan tim suksesnya akan merumuskan
pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. dalam hal ini bisa
dikatakan tahap pembuatan produk politik. Keberhasilan calon akan tergantung
pada baik atau buruknya produk politik yang dirumuskan. Produk politik ini
berisi mengenai nilai-nilai dan ideologi yang menjadi harapan masyarakat.

4. Penyebaran pesan, tahap ini merupakan tahapan yang terpenting, karena
penyebaran pesan ini didasarkan pada pendekatan marketing politik serta media
apa saja yang digunakan untuk menyebarkan pesan tersebut.

5. Dukungan, dukungan merupakan sebuah tujuan dari strategi mengapa
serangkaian tahapan tersebut harus benar-benar dilakukan dengan baik karena
strategi yang baik akan menunjang pada keberhasilan calon dalam meraih

dukungan dari masyarakat sebagai pemilih.



